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Pemekaran daerah merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, setelah disahkannya atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah, lahirnya undang-undang ini dikarenakan adanya permasalahan-
permasalahan yang timbul terutama dari segi kurangnya pelayanan publik, luasnya
wilayah, batas wilayah, perbedaan suku dan budaya,dan pembangunan yang tidak
merata di seluruh daerah dan lain-lain, sehingga menimbulkan banyak permasalahan
dalam masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah
bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah, sebagai
pelayanan publik, bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik. oleh
karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris yang
valid, dan objektif serta mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur
tentang pemekaran daerah sekaligus dampak dari pemekaran daerah tersebut terhadap
pelayanan publik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode
penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan
hukum,dan penerapan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini pemekaran
daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan
kultural masyarakat daerah. melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang
mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan
sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi
positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah
terhadap pemerintah nasional. Intisari kesimpulan yang dapat diambil adalah
Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara
pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali
antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu,
pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru di
Daerah tersebut seperti pelayanan listrik, Air, Kesehatan dan sebagainya.
BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Isu pemekaran daerah semakin menguat sejak disahkannya UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU tentang menyatakan bahwa dalam
rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi,
daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.
Dalam konteks desentralisasi tersebut, pemerintah mengabaikan otonomi
daerah yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan
pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah.1 Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Daerah, telah diterbitkan peraturan
pemerintah (pp) No. 129 Tahun 2000. Peraturan pemerintah secara tegas
menyatakan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada daerah
tertentu sebagai daerah provinsi daerah kabupaten dan daerah kota sebagai akibat
dari pemekaran daerah atau penggabungan bagian dari dua daerah atau lebih
daerah kota yang ditetapkan dengan UU.
Sedangkan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah
kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Pemekaran daerah di
1 Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)
Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta, Icce UIN Syarif Hidayatullah:
2014). hlm. 175.
Indonesia adalah pembentukan daerah administratif baru di tingkat provinsi
maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk
pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal
pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun
disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang”.
Selanjutnya, pada ayat (2) Pasal yang sama tercantum kalimat sebagai
berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuia
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran daerah sekarang menjadi
salah satu pendekatan yang cukup diamati dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu
salah satunya adalah alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang
mana hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis,
infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.2
Pemekaran daerah kabupaten/kota menjadi beberapa daerah kabupaten
baru, pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan daerah, calon kabupaten
2 Https://Id.Answers.Yahoo.Com/Question/Index?Qid=20140303043133aatxilp. Diakses
pada tanggal 25 April 2017.
baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumber daya antara satu
dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang
mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan
daerah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan
kolektif masyarakat di suatu daerah pemekaran.
Pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan,
demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan
ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.3 Pada hakekat tujuan
pemekaran daerah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan,
meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi
nasional. untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas
sumber daya aparatur disegala bidang, karena peran sumber daya manusia
diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat, serta mendukung dalam pengembangan wilayah
daerah.
Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara
konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal
manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat luas. Ini menjelaskan pentingnya penerapan dan
penegakan strategi manajemen sumber daya  manusia yang berorientasi investasi
3 Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education),…,
hlm. 189.
sumber daya manusia pada level organisasi sehingga mampu berkontribusi bagi
peningkatan daya saing bangsa secara berkesinambungan.
Dampak dari pemekaran daerah merupakan hambatan yang cukup serius
dan sering dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota baru hasil dari pemekaran
daerah yaitu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian
pelayanan kepada masyarakat belum sesuai kualitas kerja aparatur dengan apa
yang diinginkan masyarakat, kurang tersedianya tenaga manusia dalam hal ini
sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan bidang kerjanya, kurang
terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak
memadai.
Karena itu perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia aparatur
karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur baik kemampuan
profesionalnya, kemampuan wawasan, kemampuan kepemimpinannya maupun
kemampuan pengabdiannya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja
seorang aparatur.
Secara umum bahwa tujuan pembentukan atau pemekaran daerah adalah
peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosio-koltural, politik maupun
ekonomi. Oleh karena itu, walaupun pembentukan daerah otonomi baru akan
meningkatkan biaya penyelenggaraan pemerintahan, namun peraturan pemerintah
No. 129 Tahun 2000 Pasal 2 memiliki tujuan pembentukan, pemekaran,
penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam sistem hukum di Indonesia peraturan pemerintah mengatur antara
lain tentang persyaratan, kriteria, prosedur pembentukan/pemekaran daerah,
pembiayaan dalam rangka pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
Aturan tersebut merupakan rambu-rambu yang di jadikan kriteria atau daerah
acuan dalam menyikapi keinginan masyarakat.
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mencoba
mengkaji masalah tentang “Dampak Pemekaran Daerah pada Pelayanan
Publik ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia”.
1.2. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan, maka yang menjadi
rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1.2.1. Bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah
sebagai pelayanan publik?
1.2.2. Bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik?
1.3. Tujuan Penelitan
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memperoleh data empiris yang
memenuhi unsur valid, dan objektif tentang:
1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang
pemekaran daerah sebagai pelayanan publik.
1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan
publik.
1.4. Penjelasan Istilah
Untuk memudahkan pemahaman pembaca, dalam pembahasan selanjutnya
perlu kiranya penulis memberikan penjelasan untuk menghindari kesimpangsiuran
atau kesalah pahaman di atas. Adapun skripsi ini yang berjudul “Dampak
Pemekaran Daerah pada Pelayanan Publik ditinjau Menurut Sistem Hukum
Indonesia”. Dan mengenai istilah yang ingin dijelaskan ialah sebagai berikut:
1.4.1. Dampak
Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif
maupun positif).4
1.4.2. Pemekaran daerah
Pemekaran daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru di
tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.5
1.4.3. Pelayanan publik
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang pelayanan publik dalam Pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
1.4.4. Sistem hukum
Sistem hukum adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas
tertentu. sistem bersifat mekanis, organis, atau sosial.6
4 Departemen Pedidika Nasional, Kamus Besar Bahasa Idonesia Edisi Ke Empat,
(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 290.
5 Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemekaran_Daerah_di_Indonesia. Diakses pada
Tanggal 13 April 2017.
1.5. Kajian Kepustakaan
Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang
berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan
penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang
berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai
skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang
penulis bahas.
Diantara penelitian yang terkait dengan masalah pemekaran daerah ini
adalah “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemekaran Desa Ditinjau dari
Otonomi Daerah (Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh
Besar”, ditulis oleh Miftah Ananta Yusren, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala Tahun 2016.
Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang perencanaan pemekaran desa
ditinjau dari otonomi daerah. Diantara hasil penelitiannya, masyarakat turut
berpartisipasi dalam perencaan pemekaran desa ini walaupun ditemui hambatan-
hambatan seperti masalah pendanaan dan birokrasi namun tidak menyurutkan niat
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi.
Penulis juga mengkaji skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan
Kinerja Ekonomi Daerah Pemekaran dengan Daerah Induk di Aceh” yang diteliti
oleh Ferawati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Tahun
2015. Dalam sekripsi ini penulis meneliti tentang perbandingan kinerja ekonomi
daerah pemekaran di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup
6 Lawrence M. Friedman Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial, (Nusa Media, 2013), hlm.
6.
penelitian ini mencakup 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terdiri dari 12
daerah pemekaran dan 11 daerah induk dengan menggunakan data sekunder dari
tahun 2009-2012. Hasil penelitiannya menunjukkan semua daerah induk memiliki
angka kinerja ekonomi daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah
pemekarannya. Artinya bahwa kinerja ekonomi daerah induk masih lebih baik
dibandingkan daerah pemekaran.
Penelitian lainnya “Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Rencana
Pemekaran Kabupaten Slaut Besar di Wilayah Kabupaten Simeulue”, di tulis oleh
Riski Ardinata Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala Tahun 2015. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang rencana
pemekaran kabupaten slaut besar diwilayah kabupaten simeulue.
Kemudian penulis juga mengambil suatu tulisan yang secara tidak
langsung berkaitan dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis yaitu sebuah
artikel yang dikarang oleh Fikri Manar Amri dalam artikelnya yang berjudul
“Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah yang Kebablasan”, Dalam artikel ini
penulis melihat pada satu sisi masyarakat yang merasa daerahnya yang tidak
pernah disentuh oleh pemerintah pusat terus menuntut untuk memisahkan
daerahnya untuk dimekarkan agar daerah tersebut bisa berkembang sebagaimana
layaknya daerah-daerah lain. Akan tetapi kementrian dalam negeri melalui
moratorium (penangguhan sementara) berusaha menekan laju pemekaran wilayah.
Karena peningkatan kualitas yang tidak sebanding dengan peningkatan kuantitas
daerah yang terjadi.
Selanjutnya artikel yang di tulis oleh Cuin Fibiona yang berjudul
“Pemekaran di Indonesia, Mengapa Lebih Berdampak negatif” didalam artikelnya
dia mengatakan bahwa pemekaran daerah tidaklah mudah dan murah, yang mana
pemekaran wilayah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang
dihadapi, bukannya justru menambah atau menciptakan masalah baru, tujuan dari
pemekaran daerah tidak akan tercapai apabila tidak disiapkan secara serius. Maka
hal tersebut malah akan menyusahkan Masyarakat serta tidak memperoleh
pelayanan yang semestinya mereka dapatkan.
Menurut penulis, penelitian yang berjudul “Dampak Pemekaran Daerah
Pada Pelayanan Publik ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia” belum ada
yang melakukan penelitian tentang ini.
1.6. Metode Penelitian
Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metode tertentu
untuk menghasilkan sebuah penelitian yang akurat, bernilai ilmiah dan dapat
dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dan metode ilmiah merupakan suatu cara
memperoleh pengetahuan yang baru atau suatu cara untuk menjawab
permasalahan-permasalahan penelitian yang dilakukan secara ilmiah.7 Adapun
metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.6.1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan disini adalah yuridis normatif.
Penelitian yang dikaji secara yuridis normatif adalah mengkaji permasalahan yang
7 Ronny Kountour. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta:
Penerbit Ppm, 2003), hlm. 8.
timbul dengan berlandaskan aturan-aturan hukum, teori-teori dan penerapan
aturan hukum yang berlaku.8
1.6.2. Jenis Pendekatan
Dalam penulisan skripsi ini, dirasakan perlu untuk menggunakan
pendekatan masalah agar tercermin sebagai karya ilmiah. Pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan analisis konsep hukum (analytical dan
conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (the statute approach)
dan pendekatan fakta (the fact ampproach). Pendekatan konseptual dilakuakan
dengan menelaah aturan-aturan hukum yang ada maupun peraturan perundang-
undangan terkait dengan sistem hukum Indonesia.
Pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut paut dengan
dampak pemekaran yang sedang terjadi.
1.6.3. Bahan Hukum
Dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan bahan hukum guna
menunjang penelitian yang akan dilaksanakan. Karena penelitian ini bersifat
yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan yang terdiri atas:
1). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat.9 Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer
yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
8 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. (Jakarta, Raja Grafindo Parsada, Tahun 2003, hlm. 14.
9 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, Ghalia
Indonesia, Tahun.1994), hlm. 10.
a. Undang-Undang 1945 Pasal 18B ayat (1).
b. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan
Daerah.
d. Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
2). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer.10 Contohnya: buku, artikel,
laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku
literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat
dengan pokok bahasan yang di bahas dalam permasalahan.
3). Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun
sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku-buku pelajaran yang
bersifat non hukum.
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,…,hlm.12
1.6.4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Untuk menunjang penelitian penulisan skripsi ini, maka teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode bola salju (snow
ball method).
1.7. Sistematika Penelitian
Melengkapi pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika
pembahasan ke dalam empat bab yaitu sebagai berikut:
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab dua, adalah bab yang berisi tentang tinjauan teoritis, yang meliputi
pengertian pemekaran daerah, dasar hukum pemekaran daerah, persyaratan
pemekaran daerah dan mamfaat pemekaran daerah.
Bab tiga, bab ini berisikan tentang dampak hukum dari pemekaran daerah
yang meliputi tentang pengaruh pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan
publik, foktor-faktor yang mendukung kualitas pelayana publik, prosedur hukum
pelaksanaan pemekaran daerah, dampak pemekaran wilayah terhadap
pembangunan daerah, dan pemekaran wilayah dalam sistem hukum indonesia.
Bab empat, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dan selain itu juga dikemukakan beberapa saran yang berkaitan
dengan penulisan skripsi ini.
BAB DUA
TINJAUAN TEORITIS
2.1. Pengertian dan Tujuan Pemekaran Daerah
Pemekaran daerah dilandaskan pada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam Pasal 33 menyatakan bahwa
pemekaran daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih
daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam
satu daerah provinsi menjadi dua daerah baru.
Pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah memiliki tujuan yakni:
a. peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat ;
b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
d. percepatan pengelolaan potensi daerah;
e. peningkatan keamanan dan ketertiban;
f. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah;
Menurut Tri Rahmawati, “Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan
dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian
daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan
ketertiban serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah”.1
1 Tri Rahmawati, Pemekaran Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009, hlm. 23.
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a. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk
mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan
memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan
bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas
penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.
Beberapa alasan dan fungsi kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap
sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
pemerintah daerah dan peningkatan publik, yaitu :
1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam
wilayah kewenangan yang terbatas / terukur.
Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru
diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk
dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses
perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka
pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui
perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi
lokal.
Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan
memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah
baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-
bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.
Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar
dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi
baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai
dampak ikutan pemekaran wilayah.
Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan
kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang
memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan
pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan
publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala
yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk
tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.2
2.2. Dasar Hukum Pemekaran Daerah
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal
pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun
disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada  ayat (2) pasal yang sama
tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
2 https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/pemekaran-untuk-kesejahteraan-antara-
solusi-dan-imajinasi/. diakses pada tanggal 25 juli 2018.
kesatuan”. Kemudian di atur juga dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia di bagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang
bersifat otonom. Undang-undang ini kemudian di ganti dengan UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai
pemerintahan daerah.
Landasan terbaru pemekaran daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 2 ayat (1) Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah
kabupaten dan kota. ayat (2) Daerah kabupaten dan / kota dibagi atas kecamatan
dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan / atau Desa.
2.3. Persyaratan Pemekaran Daerah
Setiap daerah melakukan pemekaran dan tidak ada satu pun daerah yang
ingin melakukan penggabungan. pemekaran suatu daerah  dapat menjadi dua
daerah atau bisa lebih. Untuk hal ini, ditentukan persyaratan bahwa pemekaran itu
dapat dilakukan apabila mencapai batas minimal usia penyelenggaraan
pemerintahan dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 tahun, kabupaten/kota 7
tahun, dan kecamatan 5 tahun. Pembentukan suatu daerah harus memenuhi
persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.
Persyaratan administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan
DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah
provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari
Menteri dalam Negeri sebagaimana disebutkan di atas. Syarat teknis meliputi
faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah,
pertahanan dan keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya
otonomi daerah.3
Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukkan, Penghapusan, dan Penggabungan
Daerah juga disebutkan beberapa syarat dari pemekaran suatu wilayah ataupun
daerah yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) syarat administratif pembentukan
daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
a. keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi
cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon
provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna.
b. keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama
bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan
pembentukan calon provinsi.
c. keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;
dan
d. Rekomendasi Menteri.
3 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika:
2006). hlm. 175.
Selanjutnya Pasal 5 ayat (2), syarat administratif pembentukan daerah
kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
a. keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan
pembentukan calom kabupaten/kota.
b. keputusan bupati/walikota induk tentang persetujauan pembentukan
calon kabupaten/kota.
c. keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon
kabupaten/kota; dan
d. Rekomendasi Menteri.
2.4. Manfaat Pemekaran Daerah
Berbicara mengenai manfaat dari pemekaran wilayah adalah memberikan
masukan bagi Pemerintah daerah terkait dengan kondisi riil di lapangan sehingga
mempermudah atau memperpendek jangkauan pelayanan yang baik kepada
masyarakat pada kondisi geogerafis yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah
baik melalui transportasi udara, darat dan laut, dan terwujudnya keinginan
masyarakat dalam mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat
dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan
politik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.4
a. Perlukah Pemekaran Daerah
Indonesia adalah negara yang luas dan kaya dengan adanya 34 povinsi, 93
kota, dan 415 kabupaten. Untuk mengatur ratusan juta penduduk yang tersebar di
setiap wilayah, tentulah diperlukan komando yang berasal dari pemerintah pusat.
4 Http://Weyagunggaalexconawiarigia.Blogspot.Com/2012/10/Dampak-Pemekaran-
Wilayah-Terhadap.Html.Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2018.
Namun pada kenyataannya, ekspektasi pemerintah pusat tidak akan terealisasi
dengan mudah ketika telah mencapai daerah-daerah apalagi hingga ke daerah
perbatasan. Maka dari itu, berdasarkan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945,
menyatakan bahwa setiap daerah di Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten,
maupun kota, berhak mengatur daerahnya sendiri atau yang biasa disebut dengan
istilah otonomi daerah.
Otonomi berasal dari Bahasa Yunani auto yang berarti sendiri
dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Jadi secara etimologi, otonomi
daerah adalah aturan untuk mengatur daerah sendiri. Sedangkan otonomi daerah
menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapakan terwujudnya
kesejahteraan secara merata di tiap-tiap daerah, serta meningkatkan daya saing
antar daerah sesuai dengan landasan dasar negara Indonesia.
Dengan total sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, Kementrian
Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia tetap saja menerima usulan atas tambahan
213 daerah otonom baru hingga September 2016 ini. Dikabarkan bahwa usulan
tersebut dilatarbelakangi kehendak masyarakat yang menginginkan pemekaran
wilayah atau otonomi daerah untuk membangun sebuah pemerintahan daerah
baru. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menyimpulkan
bahwa usulan atas tambahan daerah otonom baru sebagai fenomena bahwa orang-
orang pemerintahan daerah juga ingin turut andil dalam penentuan keputusan,
tidak hanya menjadi pengikut pemerintah pusat.
Hal ini tidak serta merta langsung dikabulkan oleh Mendagri. Ini
dikarenakan bahwa pada implementasinya, otonomi daerah tidak seluruhnya
menunjukkan dampak positif pada masyarakat. Bahkan Mendagri Tjahjo Kumolo
juga menyebutkan bahwa ada daerah yang telah mengalami pemekaran sejak
empat tahun lalu, namun belum menentukan ibu kota kabupaten hingga sekarang.
Sementara Kementerian Keuangan mengungkapkan setidaknya ada 2.000
daerah yang mengajukan pemekaran atau otonomi daerah menyusul 542 wilayah
yang telah ada. Usulan sebanyak empat kali lipat dari jumlah total daerah otonom
di Indonesia sekarang ini, lagi-lagi tak dikabulkan dengan mudah oleh
Pemerintahan Joko Widodo. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian
Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, juga menilai bahwa implementasi otonomi
daerah sudah memberikan dampak negatif sejak beberapa tahun awal
pembentukan otonomi daerah.
Dampak-dampak tersebut terlihat pada jumlah Dana Alokasi Umum
(DAU) yang dibagikan ke tiap daerah akan menjadi semakin sedikit karena
digunakan sebagian untuk menunjang anggaran daerah otonom baru. Jika usulan
atas pemekaran atau otonomi daerah dikabulkan, maka DAU tidak akan
mencukupi untuk menyediakan anggaran bagi seluruh daerah di Indonesia.
Selain itu, pelonjakan atas alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) dapat dipastikan jika terbentuknya daerah-daerah otonomi baru. Hal ini
karena diperlukannya sumber daya manusia untuk mengelola administrasi
pemerintahan di tiap-tiap daerah otonom baru. Boediarso juga mengingatkan
bahwa dengan adanya pemekaran wilayah atau otonomi daerah ini dapat
berpotensi atas munculnya konflik sosial dikarenakan daya saing tinggi yang
dapat timbul antar daerah.
Menyikapi usulan pemekaran atau terbentuknya daerah otonom baru,
solusi yang beragam pun bermunculan. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD) didukung dengan Kementerian Keuangan memperpanjang moratorium
(pengangguhan) atas pemekaran wilayah atau otonomi daerah, setidaknya hingga
akhir periode pemerintahan Joko Widodo. Selanjutnya, daerah-daerah otonom
yang telah ada juga dapat meningkatkan potensi dan daya saing daerahnya
masing-masing agar dapat lebih berkembang dan menjadi daerah otonom yang
lebih baik lagi.
Pada kenyataannya, pemekaran wilayah atau penambahan daerah otonom
baru tidak terlalu dibutuhkan untuk sekarang ini. Pemekaran wilayah yang banyak
belum tentu membuahkan dampak positif jika pada implementasinya memang
tidak berjalan dengan efektif. Peningkatan potensi dan daya saing tiap daerah
otonom yang telah ada juga dapat menciptakan keadaan daerah yang lebih stabil
dan fondasi nasional yang lebih kokoh.5
b. Korupsi dan Desentralisasi
Perkembangan suatu negara sangat ditentukan dari pembangunan yang
dilakukannya. Tidak ada suatu negara yang ingin maju tanpa dilakukannya
pembangunan. Begitu pentingnya pembangunan sebagai sebab dari kemajuan
5 Https://Www.Kompasiana.Com/Khairinaatika/57d2d3c45993737724d97ae31/Otonomi-
Daerah-Perlukah-Perlukah-Pembentukan-Yang-Baru.Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2018.
maka banyak kemudian para pakar mulai meneliti dan merumuskan teori-teori
pembangunan beserta dampak yang dihasilkan. Hasil dari berbagai penelitian
yang telah dilakukan para ahli dijadikan landasan dalam menetapkan arah dan
strategi untuk mencapai kemajuan sesuai dengan yang diharapkan.
Indonesia sebagai salah satu negara yang sampai saat ini masih
menyandang “gelar” negara berkembang sudah barang tentu akan sangat
membutuhkan pembangunan yang tepat sasaran sebagai upaya untuk
mempercepat langkah menuju terciptanya kemajuan di segala bidang. Untuk
merealisasikan hal ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah termasuk di
dalamnya yaitu otonomi daerah, otonomi daerah dibuat dengan tujuan agar
daerah-daerah dapat mengelola secara mandiri segala sumberdaya, keuangan,
maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah. Antusias yang
tinggi “untuk meningkatkan kemajuan daerah” terlihat dari banyaknya daerah-
daerah yang meminta dimekarkan sehingga terjadi pemekaran daerah besar-
besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses mekarnya suatu
daerah” ini adalah menjamurnya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum yang
bernama pemimpin/petinggi di daerah.
Kasus korupsi dinegeri ini agaknya memang sudah menggurita dari
berbagai lapis dan lini birokrasi. Ketika otonomi daerah (otda) digulirkan, banyak
kalangan menyambutnya dengan sikap optimis . rasa bosan dan trauma terhadap
kekuasaan monolitik yang bertumpu di Jakarta, disadari atau tidak telah
melahirkan Era Baru yang dinilai akan sanggup menyejahterakan rakyat. Otonomi
daerah diharapkan akan mampu menumbuh kembangkan potensi genius lokal
sehingga kesenjangan ekonomi antar daerah bisa dikurangi, tingkat kesejahteraan
makin merata, rakyat makin makmur, bangsa kian mandiri, dan muncul semangat
lokal berbasis global untuk memicu adrenalin-adrenalin baru dalam membangun
pranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun apa yang terjadi ? bagaimana
implementasinya ? jawabannya sungguh diluar dugaan.
Semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah ini digulirkan, daerah justru menjadi sarang korupsi yang kian sulit
terkontrol. Bupati/ Walikota, anggota Dewan, bagaikan pemimpin baru yang
menggunakan pedang kekuasaan secara semena-mena untuk memanjakan naluri
dan kemaruk politik Siklus Pilkada lima tahunan menjadi ajang kompetisi
“sesaat” untuk bersaing menggunakan ilmu pemalingan dengan menghalalkan
segala cara untuk meraih kekuasaan. Mereka yang diuntungkan secara politik
makin angkuh dan menepuk dada .sementara mereka yang dianggap sebagai
saingan politik harus disingkirkan dari percaturan kekuasaan ditingkat lokal.
Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan
semakin banyak aktor ini tentu menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi.
Yang mengkhawatirkan adalah, sebagian besar praktik korupsi di daerah justru
dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas di
pilih oleh rakyat.6
2.4.1. Hakikat Otonomi Daerah
Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan
pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan
6 Https://Evirizkirahmadani.Wordpress.Com/2012/05/30/Korupsi-Dan-Otonomi-
Daerah/.Di Akses Pada Tanggal 25 Juli 2018.
otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.
Desentralisasi sebagaimana didefinisikan perserikatan bangsa-bangsa (PBB)
adalah:
“Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik melalui cara
dekontralisasi, misalnya pendelegasian, kepada pejabat dibawahnya
maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan
daerah.”
Batasan ini hanya dapat menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan
pusat kepada daerah, tetapi belum menjelaskan isi dan keluasan kewenangan serta
konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah.
Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi.
Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di jakarta
(jakarta-sentris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung
bahkan dijadikan objek “perahan” pemerintah pusat. Kedua, pembagian kekayaan
secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam
melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua), Kalimantan, dan Sulawesi,
ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Ketiga,
kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.7
Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi
argumentasi yang kuat baik secara teoritis ataupun empriris. Teoritisi
pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar
7 Ubaedillah dan Abdul  Rozak, Pendidikan kewarga{Negara})an (Civic Education),…,
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pelaksanaan desentralisasi. Di antara argumentasi dalam memilih desentralisasi
otonomi daerah yaitu:
1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan. Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi
kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi,
keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, dan keamanan dalam
negeri. Selain memiliki fungsi distribusif akan hal-hal yang telah
diungkapkan, pemerintah mempunyai fungsi regulatif baik yang
menyangkut penyediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan
dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut. Pemerintah
juga memiliki fungsi ekstraktif, yaitu memobilisasi sumber daya
keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara.
Selain memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,
menjaga keutuhan negara, bangsa, dan mempertahankan diri dari
kemungkinan serangan dari negara lain, merupakan tugas
pemerintahan yang bersifat universal. Banyaknya fungsi pemerintah,
tidaklah mungkin hal itu bisa dilakukan dengan cara yang sentralistis,
karena pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak akan
mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Sebagai sarana pendidikan politik. Pemerintahan daerah merupakan
kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara.
Filsuf Alexis de Tocqueville mencatat bahwa kota-kota kecil di daerah
itu merupakan kawasan untuk kebebasan sebagaimana sekolah dasar
untuk diajari bagaimana  kebebasan digunakan dan bagaimana
menikmati kebebasan tersebut.
Senada dengan ungkapan tersebut, menurut John Stuart Mill,
pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga
masyarakat untuk berpatisipasi politik, baik dalam rangka memilih
atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik. Mereka
yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional
dan memilih pemimpin nasional akan mempunyai peluang untuk ikut
serta dalam politik lokal, baik dalam pemilihan umum lokal ataupun
dalam rangka pembuatan kebijakan publik.
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan.
Pemerintahan daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier
lanjutan, terutama karier di bidang politik dan pemerintahan di tingkat
nasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintahan daerah
(eksekutif dan legislatif local), merupakan wahana yang tepat bagi
penggondokan calon-calon pemimpin nasional, setelah mereka melalui
karier politik di daerahnya. Melalui mekanisme penggondokan di
daerah diharapkan budaya politik paternalistis yang sarat dengan
budaya feodal bisa dikurangi. Di masa mendatang calon pemimpin
nasional adalah mereka yang telah teruji loyalitas dan
kepemimpinannya bagi rakyat Indonesia, melalui lembaga-lembaga
eksekutif maupun legeslatif di daerah.
Proses kaderisasi pemimpin nasional melalui jalur karier politik di
daerah yang berlangsung secara akuntabel dan rasional pada akhirnya
dapat memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat luas untuk
menduduki jabatan baik di pemerintahan maupun lembaga perwakilan.
Tradisi politik yang bertumpu pada garis keturunan (genealogi) yang
selama ini masih banyak dilakukan lambat laun akan berkurang.
4. Stabilitas politik. Menurut Sharpe, stabilitas politik nasional mestinya
berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Dalam konteks
Indonesia, terjadinya pergolakan daerah seperti PRRI dan PERMESTA
di Tahun 1957-1958, karena daerah melihat kekuasaan pemerintah
Jakarta yang sangat dominan. Hal serupa terjadi pula di beberapa
Negara ASEAN, seperti Filipina dan Thailand. Di kedua Negara ini
minoritas muslim (masing-masing di Mindanao dan Pattani) berjuang
untuk melepaskan diri dari ketidakadilan ekonomi yang dilakukan
pemerintah pusat di manila maupun Bangkok. Ketidakadilan ekonomi
ini telah berakibat pada lahirnya gejolak desintegrasi. Di tingkat lokal,
kasus-kasus tersebut merupakan contoh nyata bagaimana hubungan
antara pemerintahan daerah dengan ketidakstabilan politik nasional
jika pemerintah pusat menjalankan otonomi daerah dengan tepat.
5. Kesetaraan politik. Melalui desentralisasi, pemerintahan akan tercipta
kesetaraan politik antara daerah dan pusat. Kesetaraan politik antara
daerah dan pusat. Kesetaraan politik akibat kebijakan desentralisasi
otonomi daerah yang baik akan menarik minat banyak orang di daerah
untuk berpartisipasi secara politik seperti dijelaskan pada bagian
selanjutnya.
6. Akuntabilitas publik. Desentralisasi otonomi daerah pada dasarnya
adalah transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan
pemerintahan maupun budaya politik. Melalui prinsip demokrasi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan lebih akuntabel dan
profesional karena dapat melibatkan peran serta masyarakat luas, baik
dalam hal penentuan pemimpin daerah (Pilkada) maupun pelaksanaan
program di daerah.8
2.4.2. Visi Otonomi Daerah
Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan
mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang
saling berhubungan satu dengan yang lainnya: politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Mengingat otonomi adalah buah dari kebajikan desentralisasi dan
demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami
sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan
daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya
penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat
luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada
asas pertanggungjawaban publik.
Selanjutnya, visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna
bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan
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kebijakan ekonomi nasional di daerah, di pihak lain mendorong terbukanya
peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebajikan lokal kedaerahan
untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam
kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa
pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses
perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang
perputaran ekonomi di daerah.
Adapun visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung
pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan
dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Pada saat yang sama, visi otonomi
daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai,
tradisi, karya ilmiah, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang
kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika
kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial-budaya
harus diletakkan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara
utuh dan budaya lokal tetap eksis dan keberlanjutan.9
2.4.3. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia
Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang
pemerintahan daerah pascaproklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun
1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai
pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada
masa pemerintahan kolonial. Undang-Undang ini menekankan aspek cita-cita
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kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat
Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu
keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat
terbatas, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah
yang mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah.
Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun
1948.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang
susunan pemerintahan daerah yang demokrasi. Di dalam undang-undang ini
ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah
otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah otonom, yaitu  provinsi,
kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan
kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonom kepada
daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, telah diperinci
lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan
sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.
Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan
lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk
sebelumnya. Perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi
pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Akan tetapi, di sisi lain hal
ini bisa pula dipahami sebagai bagian dari “eksperimentasi politik” penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca-UU
No. 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan
daerah, yaitu UU No. 1 Tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang
berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU No. 18 Tahun 1965 (yang
menganut sitem otonomi yang seluas-luasnya), dan UU No. 5 Tahun 1974.
Undang-undang yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok
penyelengaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah.
Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi
“otonomi yang riil dan seluas-luasnya,” tetapi “otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab.” alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya
dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak serasi dengan
maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsi-
prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam
arti luas. Undang-Undang ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun, dan baru
diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 setelah tuntutan reformasi bergulir.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari
perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu lengsernya rezim otoriter Orde
Baru dan munculnya kehendak masyarakat untuk melakukan reformasi di semua
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu,
sidang istimewa MPR Tahun 1998 yang lalu menetapkan ketetapan MPR Nomor
XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagin,
dan pemamfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Repulik Indonesia.
Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah
MPR RI melakukan amandemen pada Pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan
kedua yang secara tegas dan explisit menyebutkan bahwa negara Indonesia
memakai prinsip otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan politik.
Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi UU
No. 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan rivisi terhadap undang-undang
yang berakhir pada lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang
pemerintah daerah. Menurut Sadu Wasistiono, hal-hal penting yang ada pada UU
No. 32 Tahun 2004 adalah dominasi kembali eksekutif dan dominasinya
pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari
keseluruhan isi UU tersebut.10
2.4.4. Prinsip-prisip Pelaksanaan Otonomin Daerah
Prinsp-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan
aspek demokrasi, keadilan , pemerataan serta potensi dan keaneragaman
daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
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3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan
otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi dearah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak
ada lagi wilayah administratif. Demikian pula di kawasan-kawasan
khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti, badan
otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri,
kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,
kawasan perkotaan baru, kawasan parawisata, dan semacamnya berlaku
ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan perasaan dan
fungsi badan legeslatif daerah, baik fungsi legeslasi, fungsi pengawasan
maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintahan.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari
pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah
kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan
dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.11
2.4.5. Pembagian Kekuasaan Dalam Kerangka Otonomi Daerah
Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan
prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan
yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintahan di
negara-negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan,
peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih
efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan
makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), dan pengembangan sumber daya manusia. Semua jenis
kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat disebutkan secara spesifik dalam UU
tersebut.
Selain itu, otonomi yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan
bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada
pemerintah pusat (seperti, pada Negara federal); disebut nyata karena kewenangan
yang diselenggarakan itu menyangkut yang di perlukan, tumbuh dan hidup, dan
berkembang di daerah; dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang
diserahkan itu harus diselanggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah,
yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengenbangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta
11 Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan kewargaan (Civic Education), Demokrasi,
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pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antardaerah. Di
samping itu, ekonomi seluas-luasnya (keleluasan ekonomi) juga mencakup
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evoluasi. Kewenangan yang
diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai
penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya
manusia.
Selain sebagai daerah otonom, provinsi juga merupakan daerah
administratif, maka kewenangan yang ditangani provinsi/gubernur akan
mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi.
Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka
desentralisasi mencakup:
a. Kewenangan yan bersifat lintas kabupaten dan kota, seperti kewenangan
dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.
b. Kewenangan pemerintah lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian
pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi suber daya
manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi,
pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi
dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular, dan
perencanaan tata ruang provinsi.
c. Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi
dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif,
pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan
keamanan dan kedaulatan negara.
d. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan
daerah kota diserahkan kepada provinsi dangan pernyataan dari daerah
otonom kabupaten atau kota tersebut.
Dalam rangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki
kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Tetapi,
pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom diimbangi
dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau sebaliknya, sehingga
terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan  yang dimaksud ialah
pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur
bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan
tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap peraturan daerah
(perda) memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku.12
2.4.6. Pemilihan, Penetapan, dan Kewenangan Kepala Daerah
Menuurut UU No. 22 Tahun 1999, bupati dan wali kota sepenuhnya
menjadi
kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD
dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa jabatannya tetapi penetapan
ataupun pemberhentian kepala daerah secara administratif (pembuatan surat
keputusan) masih diberikan kepada presiden. Adapun dalam UU Nomor 32 Tahun
2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung.
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Gubernur pada saat yang sama masih merangkap sebagai wakil pusat dan kepala
daerah otonom. Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut
UU baru ini dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiap peraturan
daerah (perda) yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah langsung dapat berlaku
tanpa memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Akan tetapi, pemerintah pusat
setiap saat dapat menunda atau membatalkannya bila perda itu dinilai
bertentangan dengan konstitusi,UU, dan kepentingan umum, maka daerah otonom
dapat mengajukan gugatan/keberatan kepada Mahkamah Agung untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah otonom harus
patuh kepada keputusan MA.
Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan
pemerintah daerah terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada
daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota, yaitu:
1. pertahanan
2. pertanian
3. pendidikan dan kebudayaan
4. tenaga kerja
5. kesehatan
6. lingkungan hidup
7. pekerjaan umum
8. perhubungan
9. perdagangan dan industri
10. penanaman modal
11. koperasi
Selain itu, kabupaten atau kota yang mempunyai batas laut juga diberi
kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan provinsi yang 12 mil. Jenis
kewenangan lain yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonom kabupaten dan
daerah otonom kota ialah kewenangan pilihan, yaitu jenis kewenangan yang tidak
termasuk yang ditangani pusat dan provinsi. Penjabaran kesebelas kewenangan
itu, dalam arti lingkup kegiatan dan tingkat kewenangan yang akan diserahkan
kepada daerah   otonom kabupaten dan kota, masih harus menunggu penyesuaian
sejumlah UU yang sejalan dengan paradigma dan jiwa UU No. 22 Tahun 1999 jo.
UU No. 32 Tahun 2004.
Penyerahan kesebelas jenis kewenangan ini kepada daerah otonom
kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pertimbangan sebagai
berikut:
Pertama, makin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan
warga masyarakat yang dilayani, semakin tepat sasaran, merata, berkualitas, dan
terjangkau. Hal ini disebabkan karena DPRD dan pemda sebagai produsen dan
distributor pelayanan publik dinilai lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih
mengetahui kemampuan warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala
daerah, dan lebih mampu mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik yang
berlingkup lokal daripada provinsi dan pusat.
Kedua, penyerahan sebelas jenis kewenangan itu kepada daerah otonom
kabupaten dan daerah otonom kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi
aktor-aktor politik lokal dan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah
untuk mengajukan prakarsa, berkreativitas, dan melakukan inovasi karena
kewenangan merencanakan. Hal ini berarti unsur-unsur budaya lokal berupa
pengetahuan lokal (local knowledge), keahlian lokal (local genius), kearifan lokal
(local wisdom), akan dapat didayagunakan secara maksimal.
Ketiga, karena distribusi sumber daya manusia yang berkualitas tidak
merata, dan kebanyakan berada di Jakarta dan kota besar lainnya, maka
penyerahan 11 jenis kewenangan ini juga dimaksudkan dapat menarik sumber
daya manusia yang berkualitas di kota-kota besarta untuk berkiprah di daerah-
daerah otonom, yang kabupaten dan kota.
Keempat, pengangguran dan kemiskinan  sudah menjadi masalah nasional
yang tidak saja hanya ditanggung kepada pemerintah pusat semata. Akan tetapi,
dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, diharapkan terjadi diseminasi
kepedulian dan tanggung jawab untuk meminimalisasi atau bahkan
menghilangkan masalah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan awal
dari otonomi daerah.13
13 Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan kewargaan (Civic Education),…, hlm. 159.
BAB TIGA
DAMPAK DARI PEMEKARAN DAERAH
3.1. Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Kualitas Pelayanan Publik.
Sebelum pembahasan tentang kualitas pelayanan publik, terlebih dahulu
Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kata pengaruh. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia kata pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari
sesuatu (orang, benda, dsb) yang ikut membentuk kepercayaan, watak atau
perbuatan seseorang”.1 Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu
(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan
seseorang.”2
Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang
memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.
Pada bahasan ini pengaruh yang dimaksud menyangkut tentang hukum,
merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati
dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki pengaruh pada tatanan kehidupan
masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu
daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula.
Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat
1 EM Zul Pazri dan Ratu Agung Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Aneka
Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher: 2008. hlm. 638.
2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta , Balai Pustaka: 2002. hlm. 849.
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dicerai pisahkan antara satu sama lain, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut
terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini.
a. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat
tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.
b. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu
hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau
masyarakatnya tidak ada.
Jadi, dari kedua pernyataan di atas ini sudah dapat dibuktikan, dimana ada
hukum di situ pasti ada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, dimana ada
masyarakat disitu tentu ada hukumnya yang memiliki pengaruh sangat siknifikan.
c. Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum
juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui
masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk
memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang
sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya:
1). Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara
wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
2). Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada
batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak
orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal
kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.
Jadi, jelaslah bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan
kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha
untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak.
Menyangkut tentang Kebijakan Publik, Kebijakan merupakan suatu hasil
analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada
keputusan tentang alternatif terbaik. Dan kebijakan merupakan suatu rangkaian
alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. kebijakan disebut
policy berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola
formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu
mereka berusaha mengejar tujuannya.3
Selanjutnya, “kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum
dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat”.4 Serta “kebijakan publik dibuat
dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintah, karenanya tanggungjawab
para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan
kewenangannya”.5
Berdasarkan pendapat tersebut perumusan kebijakan publik, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan yang di keluarkan oleh lembaga pemerintahan
adalah aturan tertulis merupakan keputusan formal bersifat mengikat, yang
mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam
masyarakat. Oleh karena itu kemampuan dan pemahaman memadai dari pembuat
kebijakan terhadap proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting bagi
terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai.
3 Syafaruddin. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta: 2008. hlm. 75.
4 Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas: 2006. hlm. 17.
5 Greston. Kebijakan Publik. Jakarta. Gremedia: 2002. hlm. 14.
Implementasi Kebijakan Studi Implementasi merupakan suatu kajian
mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu
kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses
yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya
intervensi berbagai kepentingan.
Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana
kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri. Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa implementasi
kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor pelaksana
kebijakan dengan sarana pendukung yang berdasarkan aturan-aturan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.6
Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi
Publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian
dan penyelesaian yang komprensif. Hipotesis seperti ini secara kualitatif misalnya
dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik
sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari dapat kita lihat. Harus diakui,
bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami
pembaharuan, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan
meningkatnya  tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu
sendiri.
6 Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Cv Alfabeta. hlm.139.
Meskipun demikian, pembaharuan dilihat dari kedua sisi tersebut
belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang
tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.7 Untuk
menelaah pelayanan publik secara konseptual, perlu di bahas pengertian kata demi
kata. Menurut Kotler dalam Samparan Lukman pelayan adalah setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti umum,
masyarakat, Negara.
Pelayan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. selanjutnya menurut Kepmenpan
No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik
(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah
kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya
7 Lijian Poltak Sinambela, Repormasi Pelayan Publik Teori, Kebijakan, dan
Implementasi. (PT Bumi Aksara: 2014). hlm. 3.
diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan
lain-lain.
1. kualitas pelayanan publik
Secara teoretis, tujuan pelayan publik pada dasarnya adalah
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas
pelayanan prima yang tercermin dari:
a. transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disedikan secara
prima memadai serta mudah dimengerti.
b. akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
e. kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan,
status sosial, dan lain-lain.
f. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.8
Selanjutnya. Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Budiman
berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu reliability
yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar, tangibles yang
ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya, responsiveness yang ditandai dengan melayani
konsumen dengan cepat, assurance yang ditandai tingkat perhatian
terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang
ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan
konsumen.9
3.2. Faktor-Faktor Yang Mendukung Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor pendukung yang
penting, di antaranya faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang
berkecimpung dalam pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi landasan kerja
pelayanan, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang
memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan
yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, faktor keterampilan petugas
dan faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
1. Faktor Kesadaran
8 Lijian Poltak Sinambela, Repormasi Pelayan Publik Teori, Kebijakan, dan
Implementasi,…, hlm. 4-6.
9 Lijian Poltak Sinambela, Repormasi Pelayan Publik Teori, Kebijakan, dan
Implementasi ,…, hlm.7.
Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu
merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan
sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan
keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Barangkali kata
kesadaran ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
“Suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan dan
perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan,
ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal
tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan
kemudian.”
Dengan pengertian di atas maka kesadaran adalah hasil dari suatu
proses yang kadang-kadang memerlukan waktu cukup lama dan dalam
keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi. Orang yang dalam keadaan
emosional tidak mungkin memperoleh kesadaran. Dengan kesadaran
dapat diperoleh atau ditemukan kebenaran hakiki sehingga dapat
“melihat” dengan mata-hati suatu kebatilan.10
2. Faktor Aturan
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan
perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin
besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak
10 H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (PT Bumi Aksara:
2008). hlm. 88-89.
dan tenang tanpa aturan. Oleh karena peranan aturan demikian besar
dalam hidup bermasyarakat maka dengan sendirinya aturan harus
dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai
dengan maksudnya. Dalam organisasi kerja aturan dibuat oleh
manajemen sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu
yang ada di organisasi kerja tersebut.
Oleh karena setiap aturan pada akhirnya menyangkut langsung
ataupun tidak langsung kepada orang, maka masalah manusia serta sifat
kemanusiannya harus menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan
harus diarahkan kepada manusia sebagai subyek aturan, artinya mereka
yang membuat, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan aturan itu,
maupun manusia sebagai obyek aturan, yaitu meraka yang akan dikenai
oleh aturan itu. Pertimangan pertama manusia sebagai subyek aturan
ditujukan kepada hal-hal yang penting, yaitu:
a. kewenangan
Pertama-tama dalam hal pembuatan aturan, si pembuat
aturan haruslah memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan
erat hubungannya dengan sahnya suatu perbuatan atau tindakan
yang diambil, termasuk pembuatan aturan yang akan mengikat
berbagai pihak. Aturan yang dibuat oleh orang tidak berwenang
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
b. Pengetahuan dan pengalaman
Dengan pengetahuan dan pengalaman itu ia dapat memiliki
pandangan jauh ke depan sehingga aturan yang dibuat dapat
menjangkau waktu yang cukup panjang karena dapat
mengantipasi segala sesuatu yang berada 5-10 tahun yang akan
datang.
c. Kemampuan bahasa
Bahasa tulisan merupakan cerminan dari kehendak atau
pikiran, yang berbeda dengan bahasa lisan. Dalam beberapa hal
bahasa tulis yang mampu menerjemahkan secara lengkap untuk
hal yang sama.
d. Pemahaman oleh pelaksana
Petugas pelaksana yang kelak akan terlibat langsung
dengan aturan itu, berhadapan dengan orang, haruslah
memahami terlebih dahulu maksud dan arti aturan itu. Sebab
petugas itulah yang akan berhadapan langsung dengan orang
yang berkepentingan, sehingga ia harus mampu memberikan
penjelasan serta pelayanan yang tepat dan cepat.
e. Disiplin dalam pelaksanaan
Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik
tertulis maupun tidak tertulis, yang telah ditetapkan. Maksud
ditumbuhkanya disiplin kecuali kepatuhan terhadap aturan juga
tumbuhnya ketertiban dan efisiensi. Ketaatan terhadap aturan
tertulis sudah cukup jelas, karena semua aturan tertulis pada
dasarnya adalah terbuka agar diketahui oleh semua orang yang
berkepentingan.11
3. Faktor Organisasi
Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan
organisasi pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam
penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus
kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks.
Oleh karena itu organisasi yang dimaksud di sini tidak semata-mata
dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada
pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan
pelayanan yang memadai. Karena organisasi adalah mekanisme maka
perlu adanya sarana pendukung yang berfungsi memperlancar
mekanisme itu. Sarana pendukung itu ialah sistem, prosedur dan
metode.
a. Sistem
Sistem adalah suatu susunan atau rakitan komponen atau
bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan yang utuh dengan
sifat-sifat saling tergantung, saling mempengaruhi dan saling
berhubungan.
b. Prosedure
11 H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia,…, hlm. 91-94.
Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak
terpisahkan karena satu sama lain saling melengkapi. Sistem
merupakan kerangka mekanismenya organisasi sedang prosedur
adalah rincian dinamikanya mekanisme sistem. Jadi tanpa sistem
prosedur tidak ada landasan berpijak untuk “berkiprah” dan tanpa
prosedur suatu mekanisme sistem tidak berjalan.
c. Metode
Yang dimaksud dengan metode ialah cara yang dilakukan
oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu tahap dari rangkaian
pekerjaan, yang paling mudah dan efisien diantara beberapa cara
yang ada.12
4. Faktor Pendapatan
Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan
atas tenaga dan/atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau
badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas,
dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat
memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarga.13
5. Faktor Kemampuan-Keterampilan
Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan
dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan
tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan
yang diharapkan. Kata jadian kemampuan dengan sendirinya juga kata
12 H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia,…, hlm. 98-108.
13 H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia,…, hlm.110.
sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang yang
dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan-ketentuan
yang ada.
Di bidang manajemen menurut Robert R. Katz ada 3 jenis
kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manajer agar dapat
melaksanakan tugasnya memimpin secara berdayaguna dan berhasil. 3
kemampuan dasar tersebut ialah, kemampuan teknik (technical skill),
kemampuan bersifat manusiawi (human skill), dan kemampuan
membuat konsepsi ( conceptual skill).14
6. Faktor Sarana Pelayanan
Sarana pelayan yang dimaksud di sini ialah segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat
utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi
sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan
dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayan tersebut antara lain:
a. mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat
menghemat waktu.
b. meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa.
c. kualitas produk yang lebih baik/terjamin.
d. ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.
e. lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya.
14 H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia,…, hlm.116-117.
f. menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang
berkepentingan.
g. menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang
berkepentingan sehingga dapat mengurani sifat emosional
mereka.15
3.3. Prosedur Hukum Pelaksanaan Pemekaran Daerah.
Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, mengatur
mekanisme pemekaran daerah sebagai berikut:
a. Ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang
bersangkutan.
b. Pembentukan Daerah harus didikung oleh penelitian awal yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
c. Usul pembentukan Provinsi disampaikan kepada Pemerintah cq.
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan dilampirkan hasil
penelitian Daerah dan persetujuan DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah, Provinsi dimaksud, yang
dituangkan dalam Keputusan DPRD.
d. Usul pembentukan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah
cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur
dengan dilampirkan hasil penelitian Daerah dan persetujuan DPRD
Kabupaten/Kota serta persetujuan DPRD Provinsi, yang dituangkan
dalam keputusan DPRD.
15 H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia,…, hlm. 119.
e. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Mentri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim
untuk melakukan observasi ke Daerah yang hasilnya menjadi bahan
rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
f. Berdasarkan rekomendasi pada huruf e, Ketua Dewan Pertinbangan
Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis
Sekretariat Dewan Pertibangan Otonomi Daerah ke Daerah untuk
melekukan penelitian lebih lanjut.
g. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan
saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah.
h. Berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat
anggota Dewan Pertibangan Otonomi Daerah.
i. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah.
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah
tersebut beserta Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah
kepada presiden.
j. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-
Undang Pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk
mendapatkan persetujuan.16
Tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/kota menurut PP
No. 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai pengganti PP No. 129/2000,
pada.
Pasal 15.
Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan
BPD untuk Desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain
untuk kelurahan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan
dimekarkan.
b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar
masyarakat setempat.
c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak
aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan
bupati/walikota.
d. keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud
dalam huruf c disampaikan kepada masing-masing gubernur yang
bersangkutan dengan melampirkan.
16 Murtir Jaddawi, Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris). (Total Media:
2009). hlm. 24-26.
1. Dokumen aspirasi masyarakat dan.
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi
sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan
hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya
disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan.
f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, masing-
masing gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada
Presiden melalui Menteri dengan melampirkan.
1. Hasil kajian daerah.
2. Peta wilayah calon provinsi.
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
dan
4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d.
Pasal 16
Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai berikut.
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan
BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain
untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah
Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan.
b. DPRD Kabupaten/Kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau
menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk
Keputusan DPRD bersadarkan aspirasi sebagian besar masyarakat
setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum
Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain.
c. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan
Bupati/Walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
d. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan Kabupaten/Kota kepada
Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon Kabupaten/Kota.
2. Hasil kajian daerah.
3. Peta wilayah calon Kabupaten/Kota. dan
4. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b
e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan
pembentukan Kabupaten/Kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian
daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon Kabupaten/Kota
kepada DPRD Propinsi.
g. DPRD Propinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan
pembentukan Kabupaten/Kota. dan
h. Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan Kabupaten/Kota,
Gubernur mengusulkan pembentukan Kabupaten/Kota kepada
Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon Kabupaten/Kota.
2. Hasil kajian daerah.
3. Peta wilayah calon Kabupaten/Kota
4. keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b
dan.
5. Keputusan DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c dan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.17
3.4. Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pembangunan Daerah.
Dampak merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kepatuhan, dampak
adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, entah itu positif atau
negatif. Dampak mengacu pada prilaku, sementara prilaku terkadang bisa diukur
secara kuantitatif.18 Istilah dampak, seperti digunakan di sini, mengandung arti
prilaku yang secara kausal terkait dengan peraturan atau perintah, terlepas dari apa
yang ada dalam benak si pembuat peraturan. Tetapi, setidaknya dalam bahasa
sehari-hari, ada satu model lain mengenai dampak positif atau efektivitas yang
17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. hlm. 9-11.
18 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,…, hlm. 61-62.
benar-benar bergantung pada tujuan atau maksud sebuah peraturan.19Menghindari
ataupun meminimalisasi dampak negatif pada otonomi daerah pada dasarnya
adalah mengelola proses kebijakan pemekaran dan proses paska pemekaran
seperti:
1. Dampak pemekaran kultural.
Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk
pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui
kebijakan pemekaran, entita s masyarakat yang mempunyai sejarah
kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai
daerah otonomi baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kotribusi
positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan
daerah terhadap pemerintah nasional.
Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu koflik
yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horizontal dan vertikal
dalam masayarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan
pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas
wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat
dan antara masyarakat dengan pemerintah.
2. Pelayanan publik
Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak
geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga
mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit
19 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,…, hlm. 64.
pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran juga
memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru, seperti
pelayan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah
ibukota daerah pemekaran.
Tetapi, pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi
pelayan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi
anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan
adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya
yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan
pembentukan DPRD  dan birokrasi di daerah hasil pemekaran.20
Selanjutnya laporan terbaru menurut Ombudsman RI soal Hasil
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2016
mengungkapkan kepatuhan standar pelayanan publik belum maksimal.21
Ini tercermin dari tingkat kepatuhan pelayanan publik di kementerian, dari
standar pelayanan di 25 kementerian menunjukkan sebanyak 44 persen
atau 11 kementerian masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan
tinggi, kemudian 48 persen atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning
dengan predikat kepatuhan sedang dan 8 persen atau 2 kementerian masuk
dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah. Capaian itu jelas
masih jauh dari target. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
20 Khairul Ikhwan Damanik, dkk, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan
Indonesia, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2010). hlm. 108.
21 Https://Tirto.id/Rapor-Merah-Pelayanan-Publik-di-Indonesia-B8zr. Di akses pada
tanggal 20 Januari 2018.
Menengah (RPJMN) pada 2016, seharusnya kepatuhan standar kepatuhan
pelayanan publik untuk kementerian mencapai 80 persen.
Sedangkan kepatuhan di lembaga negara dari 15 lembaga disurvei
menunjukkan, sebanyak 13,33 persen atau 2 lembaga masuk dalam zona
merah dengan predikat kepatuhan rendah, 20 persen atau 3 lembaga masuk
dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 66,67 persen
atau 10 lembaga masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan
tinggi. Realisasi ini memang jauh lebih baik dari target capaian lembaga
tahun 2016 sebesar 35 persen.
Untuk pemerintah provinsi, dari 33 pemerintah provinsi, sebanyak
39,39 persen atau 13 pemprov masuk dalam zona hijau dengan predikat
kepatuhan tinggi. Sebanyak 39,39 persen atau 13 pemprov masuk dalam
zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 21, 21 persen atau 7
pemprov masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.
Realisasi ini masih jauh target capaian tahun 2016 sebesar 70 persen.
Selain itu, dari 85 Pemerintah Kabupaten (pemkab) yang disurvei,
menunjukkan bahwa sebanyak 29 persen atau 25 pemkab masuk dalam
zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 53 persen atau 45 pemkab
masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 18
persen atau 15 pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat
kepatuhan tinggi.
Terakhir, dari 85 pemerintah kota (pemkot) menunjukkan bahwa
sebanyak 15 persen atau 8 pemkot masuk dalam zona merah dengan
predikat kepatuhan rendah, 56 persen atau 31 pemkot masuk dalam zona
kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 29 persen atau 16 pemkot
masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. “Hasil
observasi atas ketampakan fisik atas pelayanan publik di setiap unit
layanan untuk menyediakan atribut pelayanan publik menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan pemerintah dan pemda terhadap standar pelayanan
publik masih rendah”. Penilaian kepatuhan pelayanan publik mengacu
secara umum dalam bentuk fisik atau kemudahan pelayanan seperti
pengadaan ruang informasi atau fasilitas untuk kaum difabel. Acuan
penilaian berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Selama ini acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara
lain soal ketidak jelasan persyaratan, jangka waktu penyelesaian
pelayanan, prosedur, biaya pelayanan, dan sebagainya.
Rendahnya kepatuhan ini melahirkan respons dari masyarakat yang
bertambah. Berdasarkan penelusuran Ombudsman RI, jumlah laporan
masyarakat di 2016 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun lalu, laporan masyarakat hanya 6.854 laporan, tapi tahun ini sudah
lebih dari 10.000 laporan kepada Ombudsman RI. Lebih jauh lagi, kualitas
pelayanan publik yang masih rendah akan memicu ketidak pastian hukum,
ketidak akuratan pelayanan publik, hingga memunculkan praktik pungli.22
3. Pembangunan ekonomi
22 Ibid.
Paska terbentuknya daerah otonomi baru, terdapat peluang yang
besar bagi ekselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan
hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur
fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan
oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua infrastruktur ini membuka
peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk
mengakselerasi pembangunan ekonomi. Semakin mempermudah dalam
menghadirkan investor yang berminat dalam membuka industri daerah
yang menguntungkan.
Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dengan
besarnya anggaran yang dikeluarkan utuk membiayai belanja pegawai dan
belanja operasional pemerintahan daerah. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa
diminimalisir melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang menjangkau
seluruh wilayah, sehingga akselerasi pembangunan ekonomi tetap
dimungkinkan dengan harga yang murah.
4. Dampak bagi Pertahanan, Keamanan, dan Integrasi Nasionanal
Pembentukan daerah otonomi baru, bagi beberapa masyarakat
pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan merupakan isu polotik
nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak
pernah melihat dan merasakan kehadiran ‘indonesia’, baik dalam bentuk
simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintahan.
Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki kenangan
politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap
pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih
bawah.
Akan tetapi, ongkos politik untuk menghadirkan pemerintahan
daerah otonom baru ini seringkali juga bisa sangat mahal, apabila
pengelolaan politik selama proses dan paska pemekaran tidak bisa
dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil
pemekaran, ketidak mampuan untuk membangun inklusivitas politik antar
kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk
memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar.
Identifikasi dampak pemekaran tersebut membawa kita pada
kesimpulan bahwa banyak dampak negatif yang perlu diminimalisasi.
Esensi kebijakan yang perlu dilakukan adalah merasionalitas proses
kebijakan pemekaran, baik proses pengusulan pemekaran yang dilakukan
oleh daerah itu sendiri, maupun proses penetapan pemekaran yang
dilakukan di tingkat pusat melalui institusi yang berwenang.23
3.5. Pemekaran Wilayah dalam Sistem Hukum Indonesia.
Output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai
respon atas tuntutan sosial. Setiap surat yang ditujukan pada seorang anggota
kongres, setiap surat gugatan yang diajukan ke sebuah pengadilan, setiap
panggilan telepon kepada seorang polisi merupakan tuntutan terhadap sistem
hukum. setiap keputusan, perintah, penangkapan, setiap rancangan undang-
undang yang diloloskan, setiap elevator yang diinspeksi adalah output atau
23 Khairul Ikhwan Damanik ,dkk, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan
Indonesia,…, hlm. 109-110.
respon.24 Sistem hukum bukan satu-satunya dalam hal ini. Setiap subsistem utama
dalam masyarakat-angkatan bersenjata, sekolah-sekolah-memiliki fungsi atau
misinya. Pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki fungsi untuk
mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat.
Tuntutan terhadap sistem hukum tidak muncul dari “masyarakat”melainkan dari
orang-orang, kelompok, kelas-kelas, dan strata tertentu. “Sistem hukum” juga
sebuah abtraksi.
Ada kepingan-kepingan yang berbeda dalam sebuah puzzle-pengadilan,
legislator, polisi, dewan kota, dinas pertamanan, dan lembaga-lembaga
pemerintah. Paling tidak dalam jangka pendek, mereka merespon tuntutan-
tuntutan yang berbeda, menjalankan fungsi-fungsi yang agak berbeda, dan
merumuskan keadilan dengan cara-cara individual.
Fungsi lain yang tidak begitu global adalah penyelesaian sengketa.
Konflik-konflik muncul dalam setiap masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang
pokok adalah menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk
menyelesaikan konflik mereka yang merampungkan sengketa mereka. Fungsi
pokok lainnya dari sistem hukum adalah kontrol sosial yang pada dasarnya berupa
pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar.25
Fungsi lain dari hukum adalah menciptakan norma-norma itu sendiri,
bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Kekuatan-kekuatan sosial melontarkan
tekanan tekanan, tuntutan-tuntutan ini “membentuk” hukum, namun institusi-
institusi yang ada pada sistem hukum menuai tuntutan-tuntutan itu,
24 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,…, hlm. 19.
25 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,…, hlm. 20.
menghablurkan dan mengubahnya menjadi peraturan, prinsip, dan instruksi-
instruksi bagi para pegawai negeri dan penduduk pada umumnya. Dalam
menjalankan hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai perubahan yang tertata,
rekayasa sosial (sosial angineering). Contoh yang paling jelas adalah fungsi
legeslatif, Pengadilan-pengadilan juga menciptakan peraturan-khususnya dalam
sistem-sistem hukum umum, dan ada lusinan dewan, lembaga, komisi, dll, dengan
kekuasaan membuat-peraturan dalam pemerintah modern, kebanyakan di antara
mereka memiliki kekuasan untuk mengarahkan dan mengontrol.26
Pemekaran wilayah dalam sistem hukum Indonesia merujuk kepada UUD
1945 dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada  ayat (2) pasal yang sama
tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionlnya sepanjang masih
hidup dan sesuia demgan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Ketentuan pemerintahan yang bersifat demokratis ini dijabarkan lebih
lanjut dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di rubah dengan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
mengatur mengenai ketentuan pembentukan daerah yang disebutkan dalam Bab II
Pasal 4 ayat (1). Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(-) ditetapkan dengan undang-undang. ayat (2). Undang-undang pembentukan
26 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,…, hlm. 21.
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan
wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan,
penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian anggota DPRD, pengalihan
kepegawaian, pendanaan, peralatan,dan dokumen, serta perangkat daerah. ayat
(3). Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau
bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua
daerah atau lebih. dan ayat yang ke (4). Pemekaran dari satu daerah menjadi 2
(dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
setelah mencapai batas minimal usia penyelenggara pemerintah.
Kemudian landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia
adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. yang tercantum
dalam pasal 2 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah
provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. ayat (2) Daerah
kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan /
atau desa.
1BAB EMPAT
PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, di mana di
dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang
menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk
kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
4.1. Kesimpulan
1. Sistem hukum Indonesia mengatur pemekaran daerah merujuk kepada UUD
1945 dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan terbaru mengenai
Pemekaran Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai ketentuan pembentukan
daerah yang disebutkan dalam Bab II Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya landasan
hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan
(2).
2. Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara
pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang
kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.
Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis
pelayan baru, seperti pelayan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya,
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2terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Di sisi lain Ombudsman RI
mengeluarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Sesuai
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2016
mengungkapkan kepatuhan standar pelayanan publik belum maksimal. Capaian
itu jelas masih jauh dari target. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) pada 2016, seharusnya standar kepatuhan pelayanan publik
untuk kementerian mencapai 80 persen. Demikian juga untuk Pemerintah
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
4.2. Saran
1. Dengan adanya  aturan pemekaran daerah tersebut di harapkan kepada pemerintah
daerah  yang sudah memekarkan daerahnya dapat memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat,  baik pada daerah pedalaman khususnya maupun
daerah perkotaan, agar tidak ada ketimpangan dalam segi pembangunan,
pelayanan publik, dan pelayanan yang lainnya .
2. Diharapkan kepada pemerintah  yang sudah memekarkan daerahnya untuk
mempertahankan fasilitas yang ada dari segi kualitas pelayanan publik yang baik,
agar masyarakat tersebut tidak mengeluh atas kurangnya pelayanan publik yang
telah  disediakan oleh pemerintah daerah tersebut.
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